(SALINAN)

BUPATIBENGKALIS

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundangan-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757),



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pembernian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i,
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Badan Pendapatan Daerah vang selanjutnya disingkat
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bengkalis.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat Kepala Bapenda adalah Pimpinan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan vang dapat
dikenai Pajak.




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, vayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Air Tanah vang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Wajib PAT selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA
adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah,
besarnya sama dengan harga Air Baku dikalikan Bobot Air
Tanah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku vang tidak sama dengan tahun kalender.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang
sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Derah yvang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor vang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagal sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan daerahnya.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar vang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, besarnva sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayvar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan vang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan
Pajak yvang menentukan tambahan atas jumlah Pajak vang
ditetapkan.



19,

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak vang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak vang
menentukan jumlah kelebihan pembavaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah vyang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKET,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Bandingan adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan vang
diajukan oleh Wayjib Pajak.

Penelitian adalah serangkai kegiatan vang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau
dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya serta kesesuaian antara  surat
pemberitahuan dengan SSPD,

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penvanderaan, dan menjual barang vang
telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan  pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari
semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak,

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/
atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak
atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Penjabat
untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Restribusi untuk
melunasi Utang Pajak atau utang Restribusi.




30.

31.

32.

(1)

(2)

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak
vang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus.
pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti vang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguj kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Restribusi dan/ atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dan Restribusi
Daerah.

Pasal 2
Maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai
landasan hukum dalam pemungutan PAT.

Tujuan ditetapkannva peraturan bupati ini untuk
memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanva
kepastian hukum atas penyelenggaraan pemungutan PAT.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

TR oo g

—
H

(1)

. pendaftaran dan pendataan;
. penetapan besaran pajak terutang;

pembayaran dan penyetoran;
surat tagihan pajak;
penagihan;

keberatan dan banding;
gugatan pajak;

. kemudahan perpajakan daerah;

pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan

. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB 11
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau
objek pajaknya/usahanya kepada Bapenda, dengan
menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum beroperasinya objek
pajak.



(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak minimal dengan melampirkan:

a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:

1. salinan/fotokopi identitas diri (kartu tanda
penduduk/ surat izin mengemudi/paspor);

2. salinan/fotokopi surat keterangan usaha dari instansi
berwenang; dan

3. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari
pemberi kuasa.

b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:

1. salinan/fotokopi identitas diri (kartu tanda
penduduk/ surat izin mengemudi/paspor)
penanggung pajak;

2. salinan /fotokopi Akte Pendirian;

3. salinan/fotokopi surat keterangan usaha atau
perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang;
dan

4. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari
pemberi kuasa.

Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi
Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan
usahanya secara online/ dalam jaringan pada aplikasi vang
tersedia.

Bapenda meneliti formulir pendaftaran yang diisi beserta
kelengkapan berkas persvaratan.

Berdasarkan hasil Penelitian formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Bapenda melakukan:

a. mengembalikan formulir atau meminta kepada Wajib
Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila
tidak lengkap; atau

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib
Pajak dan mencatat pendaftaran dalam daftar Induk
Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.

Terhadap formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] diterima lengkap, Bapenda
menerbitkan:

a. Surat Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak untuk
mendapat NPWPD; dan/atau

b. Surat Penunjukan sebagai Wajib Pungut.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Keputusan
tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) huruf a, tercantum pada
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(8)

(1)

Pasal 5

Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWFD paling lambat 1 (satu) hari sebelum usaha insidentil
mulai di jalankan  setelah mendapatkan izin
penyelenggaraannya dari Pejabat yang berwenang.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi
kartu tanda penduduk dan surat izin dari Pejabat yvang
berwenang atas penyelenggaraan usaha yang bersifat
insidentil.

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang sudah diterima secara lengkap, kepada Wajib Pajak
diberikan NFPWPD insidentil.

Pasal 6

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala
Bapenda secara jabatan menerbitkan keputusan dan/atau
surat penunjukan sebagai wajib pungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan
lapangan, pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi
sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh
dari kegiatan ekstensifikasi.

Pemberitahuan atau penyampaian NPWPD dan surat
pengukuhan/penunjukan sebagai wajib pungut kepada
pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya dengan tanda
terima.

Dalam hal pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya
menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas
mencatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak dari Bapenda dan surat dimaksud dianggap telah
diberitahukan.

Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan
usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di
Daerah dan menolak untuk didaftarkan secara jabatan
dikenakan sanksi administratif berupa penempelan
pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan,
pencabutan sementara usaha pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah di Daerah.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan
penundaan pelaksanan sanksi administratif.

Pasal 7

Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal data
yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda
dengan keadaan yvang sebenarnva.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:

a. perubahan identitas Wajib Pajak;

b. perubahan data Objek PAT, seperti perubahan alamat
Objek PAT,

c. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan
bentuk Badan; dan/atau

d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak
badan tanpa perubahan bentuk Badan.

Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. permohonan Wajib Pajak/ kuasanya; atau
b. secara jabatan.

Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan
dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Bapenda dengan melampirkan dokumen pendukung
vang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului
dengan melakukan penelitian/pemeriksaan/pengecekan /
verifikasi ke lapangan.

Hasil penelitian/pemeriksaan/pengecekan /verifikasi ke
lapangan dituangkan dalam berita acara hasil pengecekan
lapangan.

Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bapenda menerbitkan surat keterangan perubahan
data Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak formulir perubahan data Wajib Pajak diterima secara

lengkap.

Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau
informasi yang dimiliki Bapenda menunjukkan adanya
perubahan data Wajib Pajak.

Pasal 8

NPWFD dapat dihapuskan atau dinonaktifkan apabila Wajib
Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan /atau objektif sebagai Wajib Pajak.

Penghapusan atau penonaktifan NPWPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. permohonan Wajib Pajak /kuasa/ahli waris; atau
b. penetapan secara jabatan.

Penghapusan atau penonaktifan NPWPD  melalui
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
antara lain dapat dilakukan dalam hal:



(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan
Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena pemberhentian
atau penggabungan usaha;

¢. Wajib Pajak pribadi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris
atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau Wajib Pajak
tidak mempunyai harta kekayaan; dan

d. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk
subjek dan objek Pajak yang sama.

Permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWPD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, disampaikan
kepada Kepala Bapenda.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a
dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir
permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWPD vang
disertai dengan dokumen:

a. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri Wajib
Pajak;

b. surat pernyataan bermaterai vang berisikan penjelasan
tentang alasan diajukannya penghapusan;

fotokopi akta pendirian bagi Wajib Pajak badan; dan

d. jika alasan penghapusan dikarenakan Wajib Pajak badan
pailit/dibubarkan /berhenti beroperasi, maka
permohonan disertai dengan dokumen yang menyatakan
pailit/ dibubarkan/behenti beroperasi.

Bapenda dapat melakukan pengecekan lapangan terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pada saat melakukan pengecekan lapangan Bapenda dapat
meminta dokumen kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak
memberikan dokumen tersebut,

Hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam berita acara
hasil pengecekan lapangan.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, atas
dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a Kepala Bapenda menerbitkan keputusan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan
diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, atas dasar

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa
keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
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(13)
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(2)
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(4)
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(3)
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Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b dilakukan
dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi vang
dimiliki Bapenda menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek
Pajak sudah tidak memenuhi persyvaratan subjektif dan/atau
objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Format surat permohonan penghapusan atau penonaktifan
NPWPD dan format keputusan penghapusan NPWPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan avat (9),
tercantum pada Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

NPWPD insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3) dilakukan penghapusan atau penonaktifkan baik ada
permohonan dari Wajib Pajak atau tidak ada permohonan
setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.

Dalam hal terdapat permohonan penghapusan atau
penonaktifkan  sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka NPWPD dihapuskan paling
lambat setelah 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak setelah
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlampaui, maka NPWPD dihapuskan paling lambat 2 (dua)
bulan sejak NPWPD diterbitkan.

Penghapusan atau penonaktifkan NPWPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan apabila
seluruh kewajiban pajak daerah telah dibayvar lunas.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 10

Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek PAT untuk
memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek
pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis
objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan
Daerah.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk:

a. menjaring Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban
pendaftaran; dan

b. pembaharuan data obyek pajak dan kegiatan usaha
Wajib Pajak.

Bapenda membuat daftar potensi Wajib Pajak berdasarkan

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.



(4)

(5)

(6)

(1)
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Daftar potensi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) berisikan nama, alamat, jenis kegiatan usaha dan status
pendaftaran Wajib Pajak serta infromasi lain yang berkaitan
dengan Objek Pajak/usaha Wajib Pajak.

Wajib Pajak yvang masuk dalam daftar potensi tetapi belum
terdaftar sebagai Wajib Pajak, wajib untuk segera
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat
himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak
belum juga mendaftarkan diri maka Kepala Bapenda dapat
mengukuhkan Wajib Pajak dan untuk selanjutnya
menerbitkan surat keputusan pengukuhan sebagai Wajib
Pajak dan NPWPD secara jabatan.

BAB Il

PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Dasar pengenaan PAT adalah NPA.

NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam
rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian
atau seluruh faktor meliputi:

a. jenis sumber air tanah;

b. lokasi sumber air tanah;

€. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan:
kualitas air tanah; dan

tingkat kerusakan lingkungan vang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Moo

Pasal 12

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibedakan
dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah meliputi:

a. kelompokl;
b. kelompok 2;
c. kelompok 3;
d. kelompok 4; dan
e. kelompok 5.

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah
dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah
sebagai berikut:

a. kelompok 1 merupakan bentuk pengusahaan produk
berupa air, meliputi :

1. pemasok air baku;
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perusahaan air minum;
industri air minum dalam kemasan;
pabrik es kristal; dan

ol

5. pabrik minuman olahan.

. kelompok 2 merupakan bentuk pengusahaan produk
bukan air termasuk untuk membantu proses produksi
dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :

1. industri tekstil;

pabrik makanan olahan;

hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
pabrik kimia;

industri farmasi;

pabrik kertas;

NO o s e N

pabrik pengolahan kelapa sawit; dan
8. pabrik pengolahan sagu.

kelompok 3 merupakan bentuk pengusahaan produk
bukan air termasuk untuk membantu proses produksi
dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:

1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
usaha persewaan jasa kantor;

apartemen,;

pabrik es skala kecil;

agro industri;

usaha kolam taman bermain/ waterboom;

usaha perikanan, peternakan, kehutanan dan
perkebunan;

= H - B U il
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kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi;

9. kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi (air
yang bersumber dari sitem akuifer);

10. pencucian baju / loundny; dan
11. mall/ pasar swalayan.

- kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk
bukan air termasuk untuk membantu proses produksi
dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:

1. hotel non bintang 1/losmen /pondokan/penginapan/
rumah sewa;

tempat hiburan;
restoran;

gudang pendingin;
pabrik elektronik;

pencucian kendaraan bermotor;

O o
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7. bengkel;

8. pergudangan;

9. bank;

10. percetakan;

11.rumah sakit / poliklinik / laboratorium / praktek
dokter; dan

12, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) /
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).

e. kelompok 5 merupakan bentuk pengusahaan produk
bukan air termasuk untuk menunjang kebutuhan pokok,
meliputi:

1. usaha kecil skala rumah tangga; dan
2. rumah makan.

(3) Dalam hal terdapat pengguna air tanah baru yang belum
tercantum dalam bentuk pengusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok
bentuk pengusahaan sejenis.

Pasal 13

Besarnyva NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Masa Pajak untuk PAT yaitu 1 (satu) bulan kalender yang menjadji
dasar bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 15

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% [dua puluh persen).

Pasal 16

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Contoh Perhitungan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tereantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




(1)

(2)

(3)

(4)
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(7)
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(2)

(3)
(4)
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Pasal 17

Kepala Bapenda menetapkan Pajak Terutang menggunakan
SKPD berdasarkan formulir pendaftaran objek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala
Bapenda dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang
secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki
oleh Daerah.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari
jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran
objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan
Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), avat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5
(lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Bapenda dapat
melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat
(3), ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Bapenda
tentang pelimpahan kewenangan,

SKPD yang sudah diterbitkan disampaikan kepada Wajib

Pajak dengan membuat tanda terima dan menjadi dasar bagi
Wajib Pajak dalam membayar PAT yang terutang.

Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(1) , tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 18
Pembayaran PAT dapat dilakukan secara tunai maupun

elektronik.

Pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD.

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang
paling lama | (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9).
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Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka
pembayaran dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari
kerja berikutnya.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari Pajak terutang vang tidak atau
kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan
ditagih dengan STPD.

BAB V
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 19

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan
STPD.

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada (2)
huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak vang kurang
dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung
dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf ¢, dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari
Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh  tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnva Pajak serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan.



(1) Kepala
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BAB Vi
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Pejabat dan Jurusita

Pasal 20

Bapenda dalam  melaksanakan Penagihan

mempunyai wewenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

b. menerbitkan:

1.
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Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain vang
sejenis;

surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
Surat Paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

pembatalan lelang; dan

-surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

Penagihan pajak.

(2) Format Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

angka

1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 10

tercantum pada Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi
Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi:

a. berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau
sederajat;

b. berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan

Il/a;

¢. sehat jasmani dan rohani;
mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
€. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 22

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah
atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala

Bapenda.
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Pasal 23

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

=0 a0 g P

o

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

meninggal dunia;

pensiun;

alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;

lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas:
melakukan perbuatan tercela;

melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 24

Jurusita Pajak bertugas:

a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan
sekaligus;

b. memberitahukan Surat Paksa;

c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
dan

d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah
penyanderaan,

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus
dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan
harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang
memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk
membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan
objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di
tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain vang
dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak sebagaimana
dimaksud pada avat (1) melalui Kepala Bapenda dapat
meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi
Pamong Praja, Inspektorat, Bagian Hukum, Camat,
Penghulu/Lurah, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 25

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar
Penagihan Pajak.
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SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan,
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, vang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan
Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui,
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat
Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKFD, SKFDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan
Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Format SKFPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN
sebagaimana dimaksud pada avat (3), tercantum pada
Lampiran VIll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini

Pasal 26

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib
Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Kepala Bapenda melaksanakan penagihan dalam hal Utang
Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD,
Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding vang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal
jatuh tempo.

Pasal 27

Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat
Teguran oleh Kepala Bapenda.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak
diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 28

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos; atau

c. melalui surat elektronik.
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Pasal 29

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika
dan sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila:

a.

b.

penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama lamanya atau berniat untuk itu;

penanggung pajak memindahtangankan barang vang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan
vang dilakukannya di Indonesia;

terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasamya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau

terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh
pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus paling
sedikit memuat:

ai‘

b.
.
d.

nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan
Penanggung Pajak;

besarnya Utang Pajak;
perintah untuk membayar; dan
saat pelunasan Pajak.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan
sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 30

Surat Paksa diterbitkan apabhila:

a.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi
pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan
kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;

telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembavaran
pajak.

Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada avat
(1), dilakukan oleh Kepala Bapenda setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
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Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  ESA,
mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan
hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. dasar penagihan;

c. besarnya Utang Pajak ; dan

d. perintah untuk membayar.

Pasal 31

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan
pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada
Penanggung Pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan

dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa
Surat Paksa telah diberitahukan.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada avat (2) paling
sedikit memuat:

a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
b. nama Jurusita Pajak;

C. MAImA penerima;

d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan

e. ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung
Pajak.

Pasal 32

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh
Jurusita Pajak kepada:

a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau
di tempat lain yang memungkinkan;

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun
yvang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila
Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat
dijumpai;

c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau
vang mengurus harta peninggalannya, apabila Waijib
Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum
dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal
dunia dan harta warisan telah dibagi.
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Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita
Pajak kepada:

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,
penanggung jawab, pemilik modal, baik ditemat
kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal
mereka maupun di tempat lain vang memungkinkan;
atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha
badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak
dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan
pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim
Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib
Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa
diberitahukan kepada orang atau badan vang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 33

Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak vang
dimaksud dalam Pasal 32, menolak untuk menerima Surat
Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud
dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung
Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima
Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat
dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak
berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui
sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris
kepenghuluan setempat dengan membuat berita acara.

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak
diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat
kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan
dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan
pengumuman Kantor Bapenda atau mengumumkan melalui
media massa atau media sosial.

Bagian Keempat
Sita

Pasal 34

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan
penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh
empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33.

Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bapenda menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan.
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Pasal 35

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung
Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang
penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang
dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu vang dapat
berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai,
dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,
gito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang,
dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan
kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat
dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan,
barang milik isteri, dan barang milik anak yang masih dalam
tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan
secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat
dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, barang
milik pengurus, barang milik kepala perwakilan, barang milik
kepala cabang, barang milik penanggung jawab, barang milik
pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan,
ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.

Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak
yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan
memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biava Penagihan
Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairan,

Pasal 36

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan
dari Penyitaan adalah:

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya vang
digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga vang
menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1
[satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di
rumah:

c. perlengkapan Penanggung Pajak vang bersifat dinas yang
diperoleh dari negara;

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan
Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan
untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;

e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi
tanggungannya; dan
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f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan
untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari
dengan jumlah  seluruhnya tidak lebih  dari
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Penambahan jenis barang bergerak vang dikecualikan dari
Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan.

Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 37

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang vang
telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita
Pajak, dan dapat dipercaya.

Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;

b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan; dan

c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat
berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh
Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Dalam  hal Penanggung Pajak menolak untuk
menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita
Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita
acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita
tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung
Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
Pemerintahan  Daerah  setempat sekurang-kurangnya
setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris
Kepenghuluan.

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh
Penanggung Pajak, berita acara pelaksanaan sita
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi- saksi, dan
berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan
mempunyai kekuatan mengikat.

Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan
pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang
disita, atau ditempat barang bergerak dan/ atau barang tidak
bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum,

Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada
Penanggung Pajak dan Instansi terkait.

Jurusita Pajak menjalankan tugas di Wilayah Kerja Pejabat
yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
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Pasal 38

(1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya
dilaksanakan sebagai berikut:

a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga
perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang
merupakan lampiran berita acara pelaksanan sita; dan

b. membuat berita acara pelaksanaan sita.

(2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing
dilaksanakan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita
vang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang
disita.

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak vang
disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan,
saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham,
dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang
Jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar
yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;

b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan

c. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak
menagih piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala
Bapenda, dan salinannya disampaikan kepada
Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban
membayar utang.

(6) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak
dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita
diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak.

Pasal 39

Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian
sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak
menyampaikan Surat Paksa dengan melampirkan surat
pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan
disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan
bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penan geung Pajak.

Pasal 40

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, berita acara
pelaksanaan sita ditandatangani oleh Pengurus, Kepala
perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, pemilik modal,
atau pegawai tetap Perusahaan.
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Pasal 41

(1) Dalam hal terdapat objek sita yang sama dalam rangka
pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah,
Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahulu.

(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

Pasal 42

Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan
terhadap objek sita di luar wilayah daerah Pejabat, setelah
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak
terkait.

Pasal 43

(1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung
Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang
dimaksud perlu disimpan di Kantor Bapenda atau ditempat
lain.

(2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak, maka:

a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada
aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam
pelaksanaan sita; dan

b, barang tidak bergerak pengawasannva diserahkan
kepada aparat Pemerintah Daerah vang menjadi saksi
dalam pelaksanaan sita tersebut.

(3] Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan
barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a. nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya
penagihan Pajak dan utang pajak; atau

b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 45

(1) Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.

(2] Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan
jenis, sifat dan bentuk barang sitaan,

(3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya :



(1)

(2)
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kata “DISITA";
nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan

larangan untuk memindahtangankan, memindahkan
hak, meminjamkan, atau merusak barang vang disita.

Pasal 46

Pencabutan sita dilaksanakan apabila:

a.

b.

Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak
dan utang pajak;

adanya putusan pengadilan atau putusan badan
Peradilan Pajak; atau

kondisi tertentu vang ditetapkan melalui Keputusan
Bupati.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ meliputi:

k.

b.

barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi,
bencana sosial dan/atau bencana alam;

penanggung Pajak menyerahkan barang lain vang
nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak vang menjadi dasar dilakukan
Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung
Pajak;

Penangpgung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan
membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

Penanggung Pajak dapat mevakinkan Pejabat dengan
membuktikan bahwa barang sitaan tidak dapat
digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak;

barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;

hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak
yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah
kadaluwarsa penagihan;

barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang
atau penggunaan, penjualan, dan/ atau
pemindahbukuan barang sitaan vang dikecualikan dari
penjualan secara lelang;

barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang
atau penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari
penjualan secara lelang tetapi tidak terjual dan Pejabat
mendapatkan barang lain yang nilainyva paling sedikit
sama dengan Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
vang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan
tanggung jawab Penanggung Pajak; dan/atau

Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan
pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang
menjadi dasar dilakukan Penyitaan.
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Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita vang
diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai
pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh
Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi vang
terkait, ditkuti dengan pengembalian penguasaan barang
vang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 47

Penanggung Pajak dilarang:

a+

(1)

(2)

(3)

(1)

memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan,
meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau
merusak barang vang telah disita;

membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan
hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;

membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia
atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau

merusak,mencabut, atau menghilangkan segel sita atau
salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada
barang sitaan.

Bagian Kelima
Lelang

Pasal 48

Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala Bapenda
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap
barang vang disita memalui kantor lelang,

Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. uang tunai; dan
b. barang vang mudah rusak atau cepat busuk.

Barang vyang disita berupa uang tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor
ke Kas Daerah.

Pasal 49

Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Bapenda
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau
tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindah
bukukan barang yang disita untuk memindah bukukan
barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau
Biava Penagihan Pajak dimaksud.
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Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka waktu 14 (empat belas] hari terhitung sejak
Pengumuman lelang,

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada avat (2),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

Pasal 50

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup
untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, maka
pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta
kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada
Penanggung Pajak paling lama 3 (tiga) hari setelah
pelaksanaan lelang.

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas] hari sejak
Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak, Kepala Bapenda melakukan
penjualan barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 51

Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh
Penanggung Pajak.

Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:

a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biava
Penagihan Pajak;

b. berdasarkan Putusan Pengadilan; atau

¢. objek lelang musnah.

Pasal 52

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membavar
Biaya Penagihan Pajak yang belum dibavar dan sisanya
untuk membayar utang Pajak.

Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yvang cukup
untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang Pajak,
pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang
vang akan dilelang masih ada.

Sisa barang beserta kelebihan wuang hasil lelang
dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera
setelah pelaksanaan lelang.

Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan avat (3), dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(5)
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Hak Penanggung Pajak atas barang yvang telah dilelang
berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah
lelang vang merupakan bukti otentik sebagai dasar
pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 53

Tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagan Keenam
Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 54

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang
Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang
sebagai Penanggung Pajak Wajib Badan, atau ahli waris.

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya
pelaksanaan Penagihan.

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 55

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung
Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya
sebesar Rpl100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak,

Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam hal tidak memiliki Jurusita Pajak, kepala Bapenda berhak
melakukan kerja sama kepada pihak terkait yang berkompeten
dalam melakukan penyitaan.

Pasal 57

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita Pajak, Surat Paksa,
Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan,
Penyanderaan, lelang, sesuai ketentuan peraturan undang-
undangan.
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BAB VIl
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 58

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan
kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diajukan
secara  tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak Terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wayjib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

¢. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh
pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), avat (3), dan ayat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.

Tanda pengiriman surat permohonan keberatan melalui
pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda
penerimaan surat permohonan keberatan yang diberikan
Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat permohonan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak vang belum dibayar pada saat
pengajuan permohonan keberatan tertangguh sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (8)
tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),




31

(10) Format surat permohonan keberatan dan surat keputusan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (8),
tercantum pada Lampiran [X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan,

Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak
vang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih
besar dari Pajak yang terutang dalam surat

* keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak,

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 60

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Keputusan Keberatan,

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3]

(4)

(1)
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Bagian Kedua
Banding

Pasal 61

Wayjib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanva
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling lama
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri
salinan Surat Keputusan Keberatan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai  dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) tidak
dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yvang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII
GUGATAN PAJAK

Pasal 63

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan
penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
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¢. keputusan yang diberikan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan. selain vang ditetapkan dalam
Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62; dan

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan ke badan

peradilan pajak.

Pasal 64

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB IX
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 65

Kemudahan perpajakan Daerah dapat diberikan kepada
Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yvang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembavaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati
dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persvaratan
yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol
koma enam persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang
masih harus dibayar,

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yvang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas:

a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas,
dibuktikan dengan menunjukkan besarnva rasio aktiva
lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun
serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya
dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun
sebelumnyva;




(6)

b.

C.
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Wajib Pajak Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan
dibuktikan dengan:

1. surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala
desa dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan
pembukuan; atau

2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap
utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun dalam hal
Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan
pembukuan serta melampirkan laporan keuangan
tahun sebelumnya.

Wajib Pajak vang mengalami keadaan kahar sehingga
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban
pelunasan Pajak pada waktunya.

Tata Cara Pembayaran angsuran dan Penundaan
Pembayaran diatur sebagai berikut:

a.

Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara
angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Bapenda dengan disertai alasan vang
Jjelas dan melampirkan fotokopi SKPD yang diajukan
permohonannya;

permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufa harus
sudah diterima oleh Kepala Bapenda paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembavaran
yang telah ditentukan;

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa
Pajak vang bersangkutan serta alasan-alasan yang
mendukung diajukannya permohonan;

pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10
(sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Keputusan;

penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4
(empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo
pembayaran yang termuat dalam SKPD;

perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah
sebagai berikut:

L. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya
terhadap jumlah sisa angsuran:

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan
antara besaran sisa pajak vang belum atau akan
diangsur, dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian
antara jumlah pajak terutang vang akan diangsur,
dengan jumlah bulan angsuran:

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa

angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen); dan
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5. besarnya jumlah vang harus dibayar tiap bulan
angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah
dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).

terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap
bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi
harus dilunasi tiap bulan;

perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah
sebagai berikut:

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh
jumlah pajak terutang yang akan ditunda vaitu hasil
perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen)
dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan
dengan seluruh jumlah hutang pajak vang akan
ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh
Jjumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan
jumlah bunga 0,6 (nol koma enam persen|) per bulan;
dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sckaligus
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan
vang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

terhadap Wajib Pajak vang telah mengajukan
permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat
mengajukan permohonan penundaan pembayaran
untuk surat ketetapan pajak vang sama.

(7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada avat (2} dan
ayat (5] huruf ¢ meliputi :

(8)

o L

S

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara:

wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Format Surat Permohonan dan Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat 4 dan ayat (6) huruf a
tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

(1)

Pasal 66

Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan
pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau

SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.




(2)

(3)

()

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)
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Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan
penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada avat
(3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi,
dan/atau keterangan vang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda
wajib  menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.

Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada avat
(5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak;

b. membatalkan STPD atau membatalkan  hasil
Pemeriksaan ~ maupun  ketetapan  Pajak  vang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata
cara vang ditentukan; atau

¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

Format Surat Permohonan dan Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada
Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 67

Kelebihan pembayaran pajak terjadi dalam hal:

a.

b.

pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnya terutang; atau

dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya
terutang.

Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak berdasarkan:

a
b

Ci‘

. perhitungan dari Wajib Pajak;
. surat Keputusan Keberatan; dan
putusan banding atau putusan peninjauan kembali.




(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(1]

(2)

(3)
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Pasal 68

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan
perhitungan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak mengajukan
permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak
Daerah kepada Kepala Bapenda secara tertulis paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak.

Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan
dokumen:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. NPWPD;

¢. masa pajak;

d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
e. alasan yang jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke Bapenda.

Bukti penerimaan oleh Petugas Bapenda merupakan bukti
penerimaan permohonan diterima oleh Kepala Bapenda.

Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus memberikan keputusan,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
telah dilampaui Kepala Bapenda tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Format surat permohonan dan surat keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), tercantum
pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menugaskan bidang teknis
untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang
kebenaran kelebihan pembayaran pajak.

Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh bidang teknis
memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan
pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada
Wajib Pajak.

Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bidang teknis memberikan telaahan
yang berisi pertimbangan kepada Kepala Bapenda disertai
nota perhitungan.
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(4) Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan
SKPDLB atau Surat Keputusan penolakan pengembalian
kelebihan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterimanya surat permohonan.

(5) Format nota perhitungan dan surat keputusan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum
pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan
surat keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan
peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 avat
(2) huruf b dan huruf ¢, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 71

(1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnva,
kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan
utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukt
pembayaran.

Pasal 72

(1] Pengembalian kelebihan pembavaran pajak dilakukan dalam
Jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannva
SKPDLB.

(2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan
kelebihan pembayaran pajak.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pajak terutang
beserta denda yang telah ditetapkan, tetap berpedoman pada
ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak
oleh Wajib Pajak.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 36) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2011 tentang Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur
Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 3EpTEMAFR 2n2h

A UKLUM
KALIS
) KASMARN]
(MARRASYID, 5.H., M.H

Diundangkan/ difBengkalis
pada tanggal 24 SEPTEME=Ew 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 54




LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMORSL TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA FEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH

1. Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Pribadi

Nomor Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TLL T LT

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712
Telp. ((766) 23576 Fax (0766) 23581 Email

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIE PAJAK PRIBADI

Kepada Yth.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
EABUPATEN BENGKALIS

di Bengkalis

PERHATIAN : B
L._Harap ditsi dengan rangkup (9) ditulis dengan huruf cetak

2. Beritands X pada kotak D Yaug tersedia untuk jawaban vang diberiloan

3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembuli kepada Dedan
Prndapatun  Daerah Kabupaten  Benghalin langsung atmu  dikirim  melalul  Pos paling lambat

DS OLEH WAJIB PAJAK

Nama Lengkap :

Kewsrganegarasn o Lww ] waa

_ Alamat Tempat Tinggal

- Jalan / No.

- RT/RW/RK

- RKelurehan fKepenghuluan

- hecamatan

- Kahupaten

- Nomor Telepon/hp

- Kode Pos - | I Y Y (DN O

NPWP (jika ada) :

Tanda Bukti Diri : Ik [Jsim  []Paspor

No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy terlampir]

No. don Tgl. Kartu Keluargn

Photo Copy Terlampir :

Pekerjran [_1 Pegawai Negeri [_] Pegawnl Swasta [ 1aBRI
] Pemilik Usaha =

9. Kewafiban Pajuk . Pajak Air Tanah

10. Namn/Merk Usaha :

11. Alamat Tempat Usnba

Lol I S

B

]

. g T T
NamaJdelEs: & i R
Tanda Tangan
DS OLEH PETUGAS PENERIMA DSl OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal : NPWFPD yang diberikan -
Nama jelas / NIP Nama jelas | NIP
Tandn Tangan
Tantda Tangan




Mo, Formulir :

TANDA TERIMA

Nama d e N P S A e
Alarmat A et Lt s AN LR

Yang Menerima

b. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS Nomor Formulir
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos ; 28712
Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN

Kepada Yth.

KEPALA BADAN FENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

di Benglalis

PERHATIAN :
|. Harap disi den TN 21 ditulis den huruf cetak
4. Ber tanda X pada kotak yang tersedis untuk jawaban vang diberikan

4. Setelah Surat pendafturan il diisl dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan
Daersh Kabupaten Bengkalis langsung stau dikirim melalué Pos paling lambat tangeal,
DIIEL OLEH WAJTE PAJAK

1. Nama Badan/Merek Usaha
2.  Alamat Tempat Tinggal

. Jalan / Na.
. RT/RW /RE
- Kelurahan
- Becamatan
Knbupaten
Nomaor Telepon/Hp : - =
Kode Pos : I T T 1—7F 3
3. NPWP [jika ads) :
4. Surat Izin yang dimi{lild (photo copy Surat izin harap dilampirkan|
| Surat lon Tempat Usahs No. .ociiicivaiyens g e
BUTEL T v iivmririr s i [y R TR R Ry o7 Pe = FE oL H
.......................................... Tel
Surat lzin ...vcveveens RN IO e R s s s A
........................................... Tel.
BUrsE-T e Na. ... T
.......................................... Tgl

6. dabsian
7. Alamat Tempat Tinggal
- Jalan § No.
| - RT/RW/RK
- Kelurahan/Kepenghuluan

= Kecamatan
- Kabupaten / Kotamedya
- N Tl.'-ll.'Fm:l i
Kode Pos $ L[ I 1 T

8 I b Pogske : Pajak Air Tanah




| s m A kA e i Tahun....
PO I o3 i sy e e b s e e e B e U
Tanda TENGAN 3 ,..eriier irassrirrmrmiinsine isissrscaisasic et
DIIS] OLEH PETUGAS PENERIMA DIE[ OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Ditetiia tarpgnl NPWPD vang diberilian :
Nama jelas | NIP = = - s -
Tanda Tangan Nama jelas / NIP
Tanda Tungun
...................................................................... Crunting disdmi.. P e T IEY
No. Formulir :
TANDA TERIMA
NEIIE 3 orreercierrrnrensees oot e tasens s s e renre rnean
Alarmat A G o e o N L ey o
............................... Tahun........
Yung Menerma
| I e R T |




2. Format Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalls Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail ; ....... Website : www benghaliskab.go.id

_—

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
HOHOR : L T I L]

TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang ¢ 4. Berdasarkan syarat dan formulir Pendaftaran yang disampaikan
kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan
nomor Formulir.............tanggal............

b. Dst..
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 2587);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

4, dst.....
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PENETAPAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS SEBAGA] WAJIB PAJAK.
KESATU i Nama Merk /Usaha :
Alamat
NPWFD
Pemilik / Pengelala
Alamat Pemilik
Wajib Pajak :
EEDUA : Wajib Pajak membayar Pajak Dacrah  sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, disetor ke Kas Daerah Kabupaten
Bengkalis.
KETIGA + Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
sehagaimana mestinya.

Di tetapkan di

Pada tanggal -

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NAMA
NIP

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN ATAU PENGNONAKTIFAN
NPWPD DAN FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD

. Format Surat Permohonan Penghapusan Atau Pengnonaktifan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD)

.............. gimabisaseie FADERY i
Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Bupati Bengkalis
Perithal : Permohonan Penghapusan Nomor Melalaui Kepala Badan Pendapatan
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWFPD) Daerah Kabupaten Bengkalis
Dan/atau Pencabutan Pengukuhan Di -
Sebagai Wajib Pajak Daerah.
Bengkalis
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Alamat
No Tip /HP :
Sebagai wajib Pajak / kuasa wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha :
Jenis Pajak -
NPWPD 1 : O O 1T 11 OO0 O

Dengan ini mengajukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak
Daerah dengan alasan sebagai berikut :

1.

2,

3.

4,

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan Sebagai berikut :
- Fotocopy KTF;

- Fotocopy Pembayaran terakhir;

- Fotocopy Surat keputusan Pengukuhan;

- Fotocopy akta kematian;

- Dst.. (sesual persyaratan vang ditentukan)

Demikian Permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan,

Wajib Pajak/ Kuasa WP,

*) agar melampirkan Surat kuasa khusus,




2. Format Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail ; ....... Website . www bengkaliskab go id

KEFUTUSAN KEPALA BADAN FENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

g L=l ot R R
TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Meéenestapkan

KESATU

Surat permochonan Wajib Pajak Nemor...... Tanggal..... Tahun ..... tentang
Penghapusan Nomor Pokole Wajib Pajak Daerah (NPWPD| dan / atau pencabutan
Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah,

a. terhadap yang bersangkutan tdak memenuhi persyaratan sebagal
subjektil maupun objektif Pajak Air Tanah Sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang- Undangan;

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daersh dan/ atau Pencabutan
Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Dasrah.

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang
tentang Hubungan Keuangen antara Pemerintah Pusar dan Pemerintahan
Dacrah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keusngen antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 85, Tambashan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
Nuomaor 6881);

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN RENCKALIS
TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGA] WAJIB PAJAK DAERAH

Mencabut nomor Pokok Waib Pajak Daerah dan/atau Mencabut Penguluhan
sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.:

Nama Merk Usaha ] R e R R s
Alamat Lokasi Usaha . ssssssessenns P—

Penanggung Pajak R b bR b e b e e AR L AL
Alamat PR R R e e R A e e el ks
NPWPD

Sebagai WAJIB PAJAK ATR TANAH




KEDUA

KETIGA

Dengan Pencabutan sebsgaimana diktum KESATU diatas maka segala hak dan
kewajiban yang bersanghkutan scbagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan
batsl demi hukum.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tenggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bengkalis

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH
KABUPATEN BENGRKALIS

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI



LAMPIRAN 1II

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR &4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

VOLUME KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAN AIR TANAH
No | PENGAMBILAN -

AIR TANAH Kelompok | Kelompok | Kelompok @ Kelompok | Kelompok

[DALAM M3 5 4 2 | 2 1
1 0-50 Rp4.020 | Rp4.342 | Rp4.663 | Rp4.985 | Rp5.306
2 51 - 500 Rp4.100 | Rp4.583 | Rp5.065 | Rp5.548 | Rp6.030
501-1.000 | Rp4.221 | Rp4.945 | Rp5.668 | Rp6.392 | Rp7.115
1.001-2.500 | Rp4.403 | Rp5.488 | Rpb6.574 | Rp7.659 | Rp8.744
>2.500 Rp4.673 | Rp6.302 | Rp7.929 | Rp9.558 | Rpll.185

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI




LAMPIRAN [V

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan volume air yang digunakan (m?), tarif
pajak yang berlaku dan harga dasar air, berikut rumus untuk menghitung
Pajak Air Tanah :

Rumus Pajak : Pajak = Tarif Pajak (%) x Volume Air (m?) x Harga Dasar Air (Rp)

Jika Wajib Pajak Air Tanah menggunakan 40 m?® dengan tarif pajak sebesar
20%, dan harga air dasar berdasarkan Kelompok sebesar Rp4.663, maka pajak
yang harus dibayar adalah :

=20% x 40 m3 x Rp4.663

=Rp37.304

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR &4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH |
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bangkalis Kode Pos 28712
Telp. (O766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ... . Wabsite 1 www Denghaiiskab goid
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
NFWPD b R Bulan
Tahun
Mama Waijib Pajak A N Tangeal penetapan
Tanggal jatuh 1empo
Alamat LR T e ot T Total pemakaian air
Nama Perusah&an @ i
Alamat Perusahaan T Total pajak terutang
Bl Bumber = = 5 cssissesiiasicomiiinis
Pemanfaatan KELOMPOK
Tarif Pajak Nilai Peralehan Air Tanah Pajak Terutang
1 2 3
PAJAK POKOK
TERBILARIA 2 i i it skl e erressessensrensrecomals )
Catatan :
1. Pelunasan pjak harus dilakukan dalam batas wakmu paling lama 30 {tga pulu) hari sejak SKPD
ditetapkan.
| 2. Pembayaran setelah bats waktu yang ditentukan dikenaksn sanksi administrasi baru bunga ... %
sebulan.,

3. Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabuparen
Bengkalis melalui kantor UPT Bapenda atau BPP kecamatan.

R A R P P T S s
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS,

R A U O S SO ] T )|

NIP

BUPATI BENGKALIS,
TTD

KASMARNI




LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS 8TFPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH (Surat Tagihan Pajak Dacrah)
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Masa Pajak ... NG, URUT
Benpkalis Kode Pos ; 28712 Tahun Pajak ¢ oo FEF T § 1
Telp. (0T66) 23576 Fax (0766) 23581 Email

Nema Ussha R S P B e S A A M e e e
Nama Pemilik s s g e S R N N A I B e e
Alamat P a— L TP — SRR R R T NP NRTT
NPWPD O 0 O II11T17 [ C1
Tanggal jatuh tempo SN A FET g a eTeT

. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tshun 2023 tentang
Ketentuan Umum Paisk Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemerikagsan atao

keterangan lain atas pelak waji :
Kode Rekening 3 I i I ! |

Jenis Pajak Dagrah ;... R AR A e T A T e R

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumtah vang masih
harus dibayar adalah sebagai berilout :

1. Pajak yang kurang bayar Rp.
2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan Rp.
ayat (5)
Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 )
Dengan huruf I |
PERHATIAN -

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Dasrah atau tempat &in yang ditunjuk den; menggruniakan | Surat
g Setaran Pajak Daerah (SSPD) J = I
+ Sural Ketetapan dinyatalan LUNAS  jika didukung dengan Tanda  Bulkt Pembayaran, dan telah
disahlan (validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang,.

Ee'ﬂﬂkﬂu-.- ...................... T ﬂhull. ............
EEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUFATEN BENGKALIS

NIE,
.............................................................................. Gunu‘.ng clistnl. N
PRGETED i i SRS R
TANDA TERIMA
NPWEFD . PR x
Nama B o L
e o 0 oL e D
- O -1, 11140 !
Yang Menerima
[ |
BUPATI BENGKALIS,
TTD
KASMARNI




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPAT| BENGKALIS

NOMOR 54TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT TEGURAN, SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN
SEKALIGUS, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN,
SURAT PENCABUTAN SITA DAN SURAT LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

1. Format Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomoar 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : . Website : www. banakatiskab an id

—_— i

NEWFD X T I N O O ot
Kepada Yth,

....................................................

----------------------------------------------------

SURAT TEGURAN
(UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN)

NOEOE | . rispssssnnssriivsme

Menurut pembukuan kami, hingga saar ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak

sebagal berikut :
Nomor dan Tanggal SKPDKR, Tanggal Jumlah
Jenis Pajak | Tahun | SKPDKBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Janih Tunggakan
. Pembetulan, SK Putusan Banding*) Tempa Rp.
| JUMLAH ]
Erenigany FROTT L [ iiinilars i iirrmsisstan serresrasesmssssesssmapses saponns ]

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara ager melunasi jumlah Tunggalkan |
dalam waktu 21 ( dua puluh satu) hari setelah Surar Teguran ini diterima. |

Dalam hal Saudara telsh melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera
melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

PERHATIAN Bengkalis, .......... R Tahun..c.
PAJAK HARUS DILUNAST DALAM KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HAR! KABUPATEN BENGKALIS,

SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN
INI DITERIMA, SESUDAH BATAS
WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN
AKAN  DILANJUTKAN  DENGAN
PENYERAHAN SURAT PAKSA e ma——

Keterangari :
*] Coret vang tidak perlu




. Format Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ... . Website : www benakaliskab go id
su : HAN PAJA EA DAN SE ]
[y [+72 212 | o SOOPRN

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023
tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP/Penangeung PRIEK  § i iss s sesesssessssmessms smsses sestesesssmsssssssssns —
NPWPD el B3 B BB T €0

Alamat P S e et e e e s SRR
Untule Melunasi sekalipus hutang pajak sejumlah BRI warritenrmimmmensnrmsnpsengmnnns

Menurut perincian schagai berikut :
|

Nomuor dan Tanggal SKPDEB, SKPDKBT, Tangpal Jumlah
Jenis Pajak | Teshun | STPD, SK KEBERATAN, 8k Pembetulan, Jatuh Tunggakan
SK Putusan Banding*) | Tempao Rp.
JUMLAH
Dengan HUmal § [o.eeseeesesisssssssseesssseseseseces A —— J
pada har ind, e Tanggal ............ Bodaiy i, Tahut ..c.coevereensnnes

Dalam hal Saudara telah Melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminia agar Saudara segera
melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Benghkalis,

KEPALA BADAN PENDAFATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

| (i [ |
NIP.

Keterangan :
*} Coret yang tidek perly




. Surat Paksa

a., Format Surat Paksa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail ; ....... Website : www bengkaliskab go id

SURAT-PAKSA
NOmMOT : .ocsaarsivansnsinn

DEMI] KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Nama WETPenanpauil PRI © ovccessssonosonss s s o i s s diem s e s e s s i

NPWPD =i O3 5 C0 00 (B
Alamat BT N A N A A R b e e B i
Dasar Penagihan e S A A R R B R E S T PR TR T

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenia Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKRT, Tanggal Jumlah
Paiak Tehun | STPD. SK KEBERATAN, 8K Pembetulan, Jatuh Tungeakan
J SK Putusan Banding*| Tempo Rp.
JUMLAH
e e T amm—— 3 |
Dengan ini :

I. Memerintahkan Wajib Pajak/Fenanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak
tersebut ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bengkalis atau Bank yang ditunjulk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam wakty
2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerntahkan kepads Juru Sita Pajak vang melaksanakan Surat Paless ind untuk melanjutkan
pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajale/
Penanggung Pajak. Apahila dalam waktu 2 x 24 Jam Surst Paksa ind tidak dipenuhi.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

[----—-.-. —— e |

Keterangan ;
*) Corct yang tidak Perlu




. Format Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

BERITA ACARA
Penyampaian surat Paksa
Pade Berh dnd oo inaaisaainininanas tengeal Jooiisn g BALER. i s i i apisse
LML ooisuniniaiiiiakin atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bengkalis yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bengkalis Nomor 22, Saya Juru Sita
Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang beralamat di JI.

........................................................

Kepada Saudara D D e R R AT
Berkedudukan sebagai LY.

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan
kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2x 24 jam memenuhi isi Surat
Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas daerah atau Bendahara Penerima
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis atau Bank vang ditunjuk sebesar Rp.
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan
selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang vang tidak
bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk
membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan Biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Waijib
Pajak [/ Penanggung Pajak, di tempat / kedudukan Wajib Pajak / Penangegung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada ......cooooeivivicriinsionns
bertempat  tnggal g ettt disebabkan

-------------------------------------------------------------

Yang menenrima Salinan Surat Paksa, Juru Sita Pajak Daerah,




4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
a. Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ....... Website - www benakaliskab.go id

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
NOMIOT © e cvsssinasses SRR b e R

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/ B e e N S SR TR SRR ek
Penangpung Pajak

NPWPD o LT 11T 717101 17
Alamat A e e A R R

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa NOODE ..o s s seeee st es s i tanpgal
.......... siasssbnnsanns s easainees NINEESE saat ini belum melunaei jumiah pajalk yang masih harus dibayar,

maka dengan ini diperintahkan kepada :

MNama T T T

NIP il 8 A B B e e ¢ R S R e B A AR

Jabatan : «Juro SBita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Benplealia,

Untuk ¢ 1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau

barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
maupun vang berada ditangan orang lain,

2. Mengajukan permochonan kepada Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara apar barang-barang yang telah disita dijual dimuka
umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam walctu 14 hari setelah
dilaksanakan penyitaan.

3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua)
orang Saksi, Warga Negara Indonesia vang telah mencapai usia 12
tahun atau teleh dewasa dan dapat dipercaya

4. Menyampaikan Berita Acara Penyitasan dimaksud dalam wakty
paling lambat ..o, hari setelah pelaksanaan
penyitaan

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGEKALIS




b. Format Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0786) 23578 Fax, (0766) 23581 E-mail : ....... Website - www bengkaliskab go id

TA ACARA PELAKSAN SITA

NOMIOE £ civeesicicessesirermrmrrrerasnss e anrsssissassre in

Pada hari ini i Tangpal ...... T I Balen i Tahun ... , atas kekuaten
Surat Perinteh melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor
sesssneses TANERAL ooiereeiiiiannnin yang bertindak untuk dan gtas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis
dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Bengkalis dan
berdasarkan Sural Paksa vang dikeluarkan pada Le=h T NOMOT .evvneen s yang telah
diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini,
maka saya Juru Sita Pgjak Daersh tersebut bertempat tinggal 6i Jl .ocoeoviiiinsiioiiinns. dengan
dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu

b s Saaaisinasa PERBTTEAIY 1.orairimrarsssnsrrrssnrrnsanmsssnsnssnssssses ssermens

D R L S

telah datang di rumah/perusahaan/Penangpung Pajak

Nama WP/ Penanggung Pajak P v s b N AR SN S R ST
NPWPD t L) CE e e e B
Alamat S LT S A R

Untuk melaksanakan Perintah Penyitasn termasuk atas barang barang milik Waiib Pajak/ Penanggung
Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak Jumlah pajak yang masih harus dibavar
Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut ;
- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :
Jenis Barang Bergerak Terletak di ; Taksiran Harga

Jenis Barang Bergerak Terletak di : Taksiran Harga

Wajlb Pajak Jurusita
e mem s e i feia =]
Baksi-saksi
Ly b bad b i) Eira
PR e o




. Surat Pencabutan Sita

a. Format Surat Pencabutan Sita

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail  ....... Website : www bengkaliskab.qo.id

..................................... Tahun. ...
Normor -
Perihal :  Pencebutan Sita
Kepada Yth,
Nama
newep [ ] O T 1T CIOO0C
AIOEIBE ) e e e e T

Berhubung saudara telah mehinaskan Tungakan-tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik
Saudara yang telah dilakukan pada tanggal .............cevevvireennnn.. dengan ini DICABUT,
Demikian agar dimaklumi,

Bengkalis: o Tabun v oo
KEPALA BADAN FENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,




b. Format Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail - ....... Website : www.bengkaliskab.go.d

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

PRI & e o i bbb s v s i
Pada hari I ..., Tangeal ..reeerrrnnenrs Bulan ....cceceeie TaIN. iiiinans , atas kekuatan
Surat Perintah melakukan Penyitasn Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bemgkalis Nomor
........... Tanggal .................... yang bertindak untuk dan atas nams Pemerintah Kabupaten Benghkalis
dalam hal inl memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Bengkalis dan
berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ......ooveeeenn. NOmar ... . yang telah
diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini,
maka saya Juru Sita Pajak Daerah terscbut bertempat tinggal di JI .oocooveovvrviiiorironnin, dengan
dibantu 2 (dua) orang saks! Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaita ;
- Pekerjaan ... AR s AR
- PRRCEIREN: cmoriassysrsssinosimmaiis SR
telah dateng di rumah atau perusahasn penanggung pajak BEMMAIE © oveoieorsoreisssioe s s
Bertempat tinggal di ... Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang
milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak dacrah vang
tereantim (QRIAML .o A el R R e e i berjumlah
- B T ek L i A S R e |

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitasn adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak Terletak di :

Jenis Barang Bergerak

Terletalk di :

Kepada Peanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yvang telah di Sita
tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada vang berhak.

Penyimpan @ .......ooeeeeenncees JunbBRe 1 ke
Saksi i,
2.
et
NIP.




6. Surat lain yang diperlukan untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak

a. Format Surat Permintaan Lelang

Nomor
Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ....... Website : www benakaliskab.qo.id

— — E—
........ PP NS TR Ty STy | 1| ) | < IR
Kepada Yih
: Saudara Kepala .....coovveermimimincaaans,
Permintaan Pelaksanaan Lelang di -
Barang barang Sitaan atas e R —

Tunggakan Pajak.

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang
barang barang sitasn atas Tunggakan Pajak severti yang terlampir dalam Berita Acara sita
yang telah kami laksanakan terhadap, Wajib Pajak Daerah,

NPWPD :DDIIIIII!IIIIIII

Bertempat tinggal di

Yang telah menunggak Pajak Daerah Sebesar BP. ..o sissosssssesssoss

s S s s s e Sk G | Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
untuk di lelang dimuka vmum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan
mengenai kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sobelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi
hutang Pajak Air Tanah diatas ditambah biaya-biaya penagihan lamnya sebesar
e - S L b it vvar siimmremrerer s s pr s s s s o rm R s s a ] )

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terumakasih,

Bengkalis, ...oooecunneen N— M- 41 1 R
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS




b, Format Surat Pencabutan Pengumuman Lelang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomer 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0T66) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ... Website : www bengkaliskab go. id
Kepada Yth
ﬁ-i-: ................

-----------------------------------------

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG
0 T T

Oleh karena Saudara telah melunasi butang Pajak Daersh sesuai dengen surat Pencabutan Penyitaan

BOREH wusneisisonmararsiss NOMOY 1 iiiininimisriinsaisaisi it beavaridorg maka dengan ini kami
MENCABUT Pengumuman Lelang.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGEALIS,

[ v gann s e i |
NIP.
Tindasan :
L. Kepala Bidang..........., (Terkait)
2. Juru Sita Pajak Daerah
BUPATI BENGKALIS,
TTD

KASMARNI




LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, DAN SKPDN

1. Fomat Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

FEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SKFDKB
BADAN PENDAPATAN DAERAH {Surat Ketetapan Pajak Dacrah
Jalan Jenderal Sudirman Nomaor 22 Kurang Baynrj NOD. URUT
Bengkalis Kode Pos : 28712 Masi Paiak .o I i
Telp. (0766] 23576 Fax (0766) 23581 Email Tuhun Pajak : ...

Nama Usaha b SR b S R R S A ST B e e s e e e S s e emrde daad

Nama Pemilik B B S e e R

Alamat LT P IR P T S

NPWPD i G A o o 0 o Y v i N i o

Tanggal jatuh tempo R R b ST Preaa e s ARt

. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentnan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain  atas
pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening 3 I I I
Jenis Pajak Daerahl i sy st s eresesseessessess s

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar
adalsh sebagai berilout :

1. Dasar Pengenaan Hp.
2. Pajak yeng Terutang Rp.
3. Kredit Pajak

4. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Setoran yvang dilakukan Rp.
c. Lam-lain Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (& + b + ¢) Rp.

i

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)
5. Sanksi Administratif

a. Bunga (Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) ( PP 35 Thn Rp.
2023); Rp.

b. Kenaikan (Pasal 77 avat (2] hurulb | PP 35 Thn Rp.
2023);

¢. Jumlah sanksi administratif (a + b) Rp.

6. Jumlah yang masth harus dibayar (4 + 5¢)

Dengan huraf [ i

PERHATIAN

1. Hamp penyetoran dilakulem melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan | Surat
Setoran Pajak Dasrah (SSPD)

2. Sural Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bulkt Pembayaran, dan telah disahlkan validasi kas
Register atau Cap/ Tanda tangan Pejubat yang berwenang,

Benghalin, ... T e nerass
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENOKALIS,

N;P_-“" —




Nama B e S R s L s e s e
Alamar Tk Sy e R T e
............................... Taham e
Yang Menerima
fisiscnnspsrppiaian s ]

2. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SKPOKRET
BADAN PENDAPATAN DAERAH {Surat Ketetapan Pajak Daerah
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Rurang Bayar Tambalan) NO. URUT
is Kode Pos : 28712 Masa Pajak @ .o | i
Telp. (0766 23570 Fax (UT66) 23581 Emnil Tahun Pajak @ ...
MNama Usahsa N R SN S e e R R 5 R e ey s T i
Nama Pemilik A R S R R stsisnn R e e T AR
Alamat O R e T e e e e T R A

NPWPD BB AT I £

Tanggal jatuh tempo R AR RE R B s e e T e L

I.  Berdasarkan Pasal 75 ayat {3} Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 teniang  Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah telah dilakuloan pemeriksasn atau keterangan lmin atas
pelaksanaan kewajiban ;
Kode Rekening ; R I TR

JEIX PRSI i e i i R e

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih hars dibayar
adalah sebagai berikut -

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang Terutang Rp.
3. Kredit Pajak

2. Kompensasi kelebilian dari tahun sebelumnya Rp.

b. Setoran yang dilakukan Rp.
¢. Lain-lain Rp,
d. .Jumlah yang dapat dikreditkan [a + b + ) Rp.

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)

2

5. Banks Administratif
a. Kenaikan | Pasal 77 ayat (3) ) | PP 35 Thn 2023} Rp.
b. Jumlah sanksi administratif (a). Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b) Rp.
Dengan hurufl I
| PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melaiul Kos Dasrah sty tempat lein vang ditunjuk denpan mengpunakan | Surar

Setoran Pajak Daerah [S5PD)
Sumat Ketetspan dinyonrakan LUNAS  jika didukung dengan Tenda  Bukd Pembayarnn, den telah
disahlkan /velidasi kas Register atau Cap/ Tandsa tangan Priabat vang berwenang.




KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

........................................................................... Lo s (1o | OO Uy OO S POV Y PU PSSV PP PTT
Mo, SKPDET ..oririmimmsiinnn e
TANDA TERIMA
NPWPD B R A S i e & iy
TEE: 00000 S iesitieeeties et s e b anm b B e B A L R AR R e e R R Pt
Alnmat B T L T R e e e B S R A A b R T S P
............................... Tahuin
Yang Menerima
[I— )

3. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

FEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SKFPDLB
BADAN PENDAPATAN DAERAH {Surat Ketetapan Pajak Daerah
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Letnh Bayar NO. URLUT
Bengkalis Kode Pos : 28712 Masa Pajak oo T T Y |
Telp, (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email R R e R——

MWama Usaha R R A R R S R T il i o
MNama Pemilik S s s R s s
Alamat T U T S SRR A L L Yy ey o oy [P e LT P L L R L PO P s
NPWPD e[ O CLDICCE T )
Tanggal jatuh tempo B et N W S e s

1. Berdasarkan Pasal 76 Peraturen Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umurm Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelasksansan

kewsjiban :
Kode Rekening | | | l [ I |
Jenis Fajak Daerah B

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar

adalah sebagal berikut :
1. Dasar Pengenaan Rp.
2, Pajak vang Terutang Ep.

3. FKredit Pajak

a. Seloran vang dilakulkan Rp.
b. Lain-lain Rp.
. DHkureng kompensasi kelebihan ke tahun yang  Rp.
akan datang/utang pajak
d. Jumlah vang dapat dikreditkan (a + b + ¢) Rp.

4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)

5. Sanksi Administratif
a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat Rp.
{1)/Pasal 105 avat (7] [ PP 35 Thn 2023 Rp.
b. Jumlah sanksi administratif (a)

Rp.

&. Jumlah yanpg masih harus dibayar (4 + 5b)

Dengan huruf | I




FERHATIAN
Pengembalian Kelebihan Pembayarm Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan

menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD)

Benghalis, ..........cc.oe. Tahun..,
KEPALA BADAN FEHDM’N]‘AH L'ME'LHAI-I
KABUPATEN BENGKALIS

NIE,
............................................ R PR PRE-SS e EORo,  14111e r2 LA L1 D i L
No. SKPDLB ..o cerrercnmrnres
TANDA TERIMA
NPFWED b brvmnd b L K £t e LA 4§ 488 e TR PR T r e 1 B AL B e S s
MNama e e R AT e R B T N T AR e ns
BIREREEE - e YA R s e B R S L e
. B 1 1T PO

4. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SKFDN
BADAN PENDAPATAN DAERAH (Surat Ketetapan Pajak Daerah
Jalen Jenderal Sudirman Nomor 23 Nihal) NO. SKPDN
Bengkalis Kode Pos : 28712 Misa Pajak @ oo LL T TTT11
Telp. {0766} 23576 Fax (0766) 23581 Emait Tahun Pagak : ..oovoereenen

Nama R TR R e e T A
Alamat TSP e el T L e e e R e L Ee L
NPWPD 24 T gl 0§ 0 60 A 00 o Y 1 i 1o 0

. Berdasarkan Pasal 75 ayat [4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2093 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewa_phan
Kode Rekening 1 1 1 1L I T ]

Nama Pajak e P

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar
adalah sebagal berikut ;
I. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang Terutang Rp.
3. Kredit Pajak
8. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b.  Setoran yang dilskukan Rp.
¢, Lain-lain Rp.
d. STPD [Pakok) Rp.
€. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + ¢ + d| Ep.
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3«) Ep. NIHIL
Bengkalis, .cocoociieesiiccacns, Tahuyn..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
RABUFPATEN BENCOKALIS,




NPWFD
Marma

BUPATI BENGKALIS,

TID

KASMARNI



1

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR S4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN
DAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

Format Surat Permohonan Keberatan

Benglalis,
Kepsda Yth :
Perihal : Permohogan Keberatan Bupat] Benghalis
Melahsi Kepala Badan Pendapatan Daernh Kabupaten
Henghalin
-
Benpkalis

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah imi :

MNama Pemilik / Pengelola
Alamat
No. Tipj Hp

Sebagal Wajib Pajak fKuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha
Alemat Jenis Pajak
Jemis Pajak
NPWFLD

Dengan ind mengajukan Surat Permohonan Eeberatan atas SKPDER/
SKPDKBET/SKFDN/SKPDLBY) No e

Bulan
Tahun
Jumiah Rp

Dengan zlasan sebagai berikut :

b S

Bersama ini dilampirkan puli persyaratan sebagai berikut :

Fotocopy KTP atau ldentitas;

Surat Kuasa berméterai cukup dari Wejib Pajak dalam hal dikuasakan;
Fotocopy NPWPD,

SKPDKB / SKPDKB |/ SKPDN / SKFDLB") yang diajukan Keberatan: dan
Dokumen lainnys

LA ol R

Demitdan permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan

Harmat Kami,
Wajib Pajak/Kunsa WP

Heterangan :

‘| Coret yang tidak sesual




2. Format Surat Keputusan Keberatan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ....... Website : www bengkaliskab.go.d

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALLIS
N s asasasnsannaasssnnussan

TENTANG
KEBERATAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP SKPDKB,/ SKPDKBT/SKPDN/SEPDLBE") NOMOR...........

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGEALLS,

Membaca : Burat permohonan dari wajib pajak nomor................ tanggal, oo
Menimbang : 8. bahwa permohonan tersebut setelah dilakikan penelitian maka dapat dilakukan
Proses Keberatan Pajak Air Tanah terhadap

SKPDKB/SKFDKBT /SKPDN/SKPDLB*| Nomar..........

b, bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf & diatas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupsten Benghkailis tentang
Keberatan Pajak Air Tanah terhadap SKPDKB/SKPDEBT/SKPDN/SKPDLBY|

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahon 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undeng Nomor | Tahun 2022 tentang tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesiz Nomor 6757),

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antera
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 6757):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, Nomor

6881);
5. dst....
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGEKALIS

TENTANG KEBERATAN PAJAK  AIR TANAH  TERHADAP  SKPDEB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLBE"] NOMOK..........

KESATU ¢ Menerima Seluruhnya/sebagisn atau menambah pajak terutang atas Surat

Nama Merk Usaha B S R s e
1. Alamat/Lokasi Usaha =

2. NPWPD :

3. Penanppung Pajak H

4. Alamat :

Berhubung

P P e S e T T G U E e E T e P E S TR T Up SR E S peRTep ae e e




KEDUA ! Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurang
atay dihapus sanksi administratif scbagal berikut :

Semiila ditctapkan : Rp.
Dikurangi /ditambah : Rp.
Denpan Jumilsh

Besarnya Ketetapan ! Rp.
Menjadi

Dengan Horuf..oee, R B R S S P S e s

KETIGA ¢ Keputusan imi muial berlaku sejak tanppal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian har terdapat kekelimuan dan kesalahan maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ¢ Benghkalis
pads tangpgal A R S

KEFALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

Keterangan :
*] Coret yang tidak sesusi

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMORS4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN

1. Format Surat Permohonan dan Keputusan Perpanjangan Batas Waktu
Pembayaran atau Pelaporan Pajak

a. Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran

BenERABE: osiavaiieniiiiais LB ayasuinisi iz

Perihal : Permohonan Perpanjangan  Kepada Yth,
Batas Waktu Pembayaran  Bapak Bupati Bengkalis.
C/q Kepala Bapenda Kab. Bengkalis
Di -

-----------------------------

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Pemilik/Pengelola
Alamat

Bertindak untuk dan atas
nama

MNama/Merk Usaha
NEWHE 000 el b bias s b ead b ek ek A ek

Alamat P Cp PR N G A e Py Telp, f Hp ccviisiaiiinenia:

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak......... T dengan
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD .....c.cc0nne. bulan ..o No. Urut ....oeveennnn, Berjumlah

Dengan ini sayva mengajukan permohonan agar kiranya agar hutang pajak tersebut
diatas dapat disetor dengan perpanjangan batas waktu paling lambat tanggal

Alasan pengajuan permohonan ini akibat kondisi keadaan kahar, yaitu :
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Saya,
Pemohon




b. Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan

Banghkali, .....ccommesiimmsns DRI cismmmvasin

Perihal : Permohonan Perpanjangan  Kepada Yih,
Batas Waktu Pelaporan. Bapak Bupati Bengkalis.
C/q Kepala Bapenda Kab. Bengkalis
Di -

-----------------------------

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola P
................................................. Telp./ Hp -

Bertindak untuk dan atas

nama

Nama /Merk Usaha ;

Mengakui masih belum menyampaikan laporan Pajak Air Tanah ke Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Benghkalis.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya agar pelaporan pajak Air
Tanah tersebut di  beri perpanjangan  batas  waktu paling lambat tanggal

A L LT LR L e

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Saya,
Pemohon

Keterangan
*| agar disesuaikan




¢. Format Keputusan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran

Menimbang

Mengingat

Menstapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keterangan :

BUPATI BENGEALIS
PROVINS] RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOOT T s i din b aiiive

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGANBATAS WAKTU PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

BUPAT] BENGKALIS,

f. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangen batas waktu pembayaran

Pajak Air Tanah atas nama Waiib Pajak.........ce.. OOIOT. oreepesissn tanggal
............ _',-"-H:‘Ig diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tands Terima
Nomor .o Tonggal o atas SKPD/SKPDKB{SKPDEBT/STPD*)
OOmMOT...-w . Mase/Tahun Pajak..........cocceveees

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pﬂ'prn.n}ﬁ.nganhatan waktu pembayaran
Pajak Air Tanah nomaor ............ tanggal ......

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan s&hagm_marm dimakaud dalam huruf a8 dan
huruf by perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan perpanjangan
batas waktu pembayaran/ pelaporan Pajak®) Pajek Air Tanah

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGANBATAS WAKTU
PEMBAYARAN / PELAPORAN PAJAK®) PAJAK AIR TANAH

Memberikan persetujuan kepada:

Wajils Pajak :
NPWPD :
Alamat :
untuk melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran Air Tanah  berdasarkan
SKPD/SKPDKE/SKPDKBT/STPD*) Nomor........ Masa/Tahun®) Pajak.......... yang
jatuh termpo pada tanggal......... sebesar Rp........... dengan ketentuan bahwa

jumleh pajak vang belum dilakukan pembayaran.

Apabila dikemudian harl ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesual dengan ketentusn yang
berlaku;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan S e
Pada Tanggal d T P -

BUPATI BENOKALIS

* Coret yang tidak perlu




d. Format Keputusan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan

BUPATI BENGEKALIS
PROVINSI RIAU

KEFUTUSAN BUPATI BENGKALIS
Mommors ooz

TENTANG

FERSETUJUAN PERPANJANGANBATAS WAKTU PELAPDRAN
PAJAK AIR TANAH

BUPAT]I BENGKALIS,

Menimbang i @ bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan batas waktu pelaporan

pajak Air Tanah atas nams Wajib Pajak............. nomor.

............ vang ditérima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima
Nomor ... Tangegal ........ . atas SKPD/SKPDEB/SKPDKET/STFD*|

NOMOT .ooveiss . Masa/Tahun Pajak.......coooeian

b, bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjanganbatas waktu pelaporan

pajak Pajak Air Tanah nomor ............ tanggal ....ovv ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksod dalam horuf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan perpanjangan

batas waktu pembayaran, pelaporan Pajak*) Pajak Air Tanah

Mengingat : 1. Dt
2. Dat.....
MEMUTUSKAN
Menetaplan ! KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PELAPORAN PAJAK PAJAK AIR TANAH
KESATU ¢ Memberikan persetujuan kepada:
Waiih Pajak ;
NPWFD :
Alamat -

untuk melakukan perpanjangan batas waktu pelaporan pajak Pajak Air Tanah

berdasarkan  SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD* Nomor...... Masa/Tahun*)
Pajak.......... yang jatulh tempo peloporanya pada tanggal...... sebesar
B
KEDUA :  Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan delam Keputusan
Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulltan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
KETIGA ¢ HKeputusan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan R
PadaTapggal @ e e

BUPATI BENGKALIS

Keterangan !
*| penjelasan agar di sesua




2. Format Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran atau Penundaan

Pembayaran

a. Format Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keterangan:

BUFATI BENGKALIS
PROVINEI RIAU

EEPUTUSAN BUPATI BENGEALIS
PRI ionchiaaiios sl beiian i bk

TENTANG

PERBETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

BUFATI BENGKALIS,

a. bahwa berdssarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Air
Tanah atas nama Wajib Pajak............ vo  DUOIOL: «usunirrens tanggal ... yang
diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor ............
Tanggal  .coovienee atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) nomor.........
Masa/Tahun Pajak.........ccoin

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pemgmgsuran pembayaran Pajak Air
Tanah Nomor ... 1BOEREL oveenns

c. bahwa hcrdauarkan pertimbangan aebagaimma dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputesan Bupati tentang Persectujuan
Pengangsuran Pembayaran Pajak Air Tanah

1. Dt
2. Dst....

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

Memberilan persetujuan kepada:

Wajib Pajalk
NPFWPD .
Alamat :
untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan
SKPD/SKPDEB/SKPDKBT /STPD® Nomor........ Masa/Tahun*] Pajak.......... yang
jatuh tempo pada tanggal.......... sebesar Rp......... dengan ketentuan bahwa
jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp........... selema......... bulan,
dengan rincisn pembayaran angsuran per bulan
| Jumlah | _
Angsuran Angsuran Jatuh Tempo Saldo Utang Sarksi
Ke:- [Rp) Pembayaran Administratif |

Apabila dikemudian hari ternyata diketshui terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplkan.

Ditetapkan B e
Pada Tanggal P

BUPATI BENGKALIS

*) Coret yang tidak perlu




b. Format Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran

Menimbang

rlmzingat

BUPAT] BENGKALIS
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BENGEALIS
NGO i

TENTANG

FERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK AR TANAH

BUPATI BENGEALIS,

8. bahwa berdasarkan surat permchonan Penundaan pembayaran Pajak Air Tanah
atas nama Wajib Pajak......... o ROMOT. e tanggal ..o yang
diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor ...
Tanggal wenee  @tas  SKPD/BKPDKB/SKPDKBT/STPD*) nomor.......
Masa Tahun E‘E]al-L ................... -

b. bahwa berdasarkan laporan peru:ﬂtwn penundaan pembayaran Pajak Alr Tanah
OOMOT ereneenes tanggal ...........;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan
Pembayvaran Pajak Air Tanah.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Naomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 Teniang Hobungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor
6881);

4. dst....

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPAT] TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
AIR TANAH.

Memberikan Persetujuan Kepada :

Wajib Pajak 5
NPWFD H
Alamat .
untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan
SKPDKB/SKPDKEBT /STPD***) NOMOT  cocecvmimnienns Masa/Tahun®)
Pajak............ yang jatuh tempo pada tanggal ............ sebesar Bp ..., dengan
ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar
R ciiiiiiviaiaian selama... . bulan sehingga pembayaran akan dilakukan pada

......... d:ng,an sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.




KEDUA Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan

Bupat ini, kekelruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan vang

berlaku;
KETIGA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaly pada tanggal ditetaplan,
Ditetapkan ) -
Pada Tanggal H MRy

BUPATI BENGKALLS

Keterangan @
*| coret yang tidak sesuai




3. Format Surat Permohonan Angsuran Pembayaran atau Penundaan Pembayaran

a. Surat Permohonan Angsuran Pembayaran

Bengkalif, ..o TRHE. s
Perihal : Permohonan Angsuran Kepada Yth.
R — Bapak Bupati Bengkalis.
C/q Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis
Di-
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemilik/Pengelola D Wria e it s A A A b S b e S i e e
Alamat D Y Py M L e e A g EL e
................................................. Telp./ Hp
Bertindak untuk dan atas
nama .
Nama/Merk Usaha 3
Alamat P Al s e TR PP ssirsaiesiiee
Mengakui masih mEmpunyai hutang Pajak . . ccaasiniaEiiiiiGaimiiei dengan
SI{PU,thPI}}{BISKPDHBTISTPD s badeny s No. Urut ... Berjumlah
Rp. . i

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas
dapat disetor dengan cara angsuran sebanyvak ........ [ ) kali dengan
masing-masing ferscbut dibawah dan akan lunas sr:iumhnya paling lambat tanggal

........................................

Rincian angsuran

a—

TANGGAL PENYETORAN JUMLAH ANGSURAN

T e e 1T T —
Tl wiaaiininaaaiiiinnmss Rk wesiimiai sidebiiasanes vh o ana vass ik viies
i 1| e T e e spane S onran i -1 5 RPN b G e P T T
TR s amvormmnsmspperngvasssammess ves BEBL cmnesmrnrrnnrrnams s rar TR kb

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Saya,
Pemohon




b. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran

Benglealin, .ooieimsnssnmrrsasnninsns LB s iweasvisars

Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Penundaan  Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis
Di -

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola RS T SR SRR (= ct)] (LY oo U b AL B Ry (AL I AL s
Alamat

e

3 5 N, R )
Bertindak untle dan atas
nama n R e R R S R R
Nama/Merk Usaha R R R R R e R A

Alamat B i esa e e SRR e B Talp./ Hp ciiiccsiiniians

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan Pembayaran atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD yang akan jatuh tempo pada tanggal................... , BEAr
Kranva tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga

.................................................................................................................................

Demikian permohonan ini sava buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima Hormat Saya,
Pemohon

BUPATI BENGKALIS,

TID

KASMARNI




LAMPIRAN X1

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR S4TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN
DAN KEPUTUSAN PEMBETULAN

1. Format Surat Permohonan Pembetulan

Benglkaliz.............
Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan
Perihal ; Permohonan Pembetulan SKPD/ Daerah Kabupaten Bengkalis
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN /SKPDLB *)
...... £ -
Ben is

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama Pemilik/ Pengelola
Alamat
No Hp

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak®) atas Objek Pajak :

Nama [Merk Usaha
NPWPD

Alamat

Jenis Pajak

Dengan ini mengajukan Pembetulan SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB* NO......oovviiiininseins
Bulan .
Tahun 3
Jumlah

dengan alasan sebagai berikut ;
1.

2,

3,
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut :

1. Fotwo Copy KTP atau Identitas;

2.  SBurat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

3. Foto copy NPWPD;

4. SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) yang ingin dibetulkan
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai

bahan pertimbangan.

Hormat saya
Pemohon

e e T

Keterangan :
*] Coret vang tidak sesuai




2. Format Keputusan Pembetulan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail . ....... Website | www bengkaliskab go.id

Membaca

Memmbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAFATAN DAERAH KABUPATEN BENGEKALIS

Momor; .

TENTANG

PEMBETULAN SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLBY) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGEKALIS,
Surat permohonan dari wajib pajak nomor.......ooenGdENEEAL e

: a. bahwa permohonan tersebut setelsh dilakukan penelitian maka dapat dilakukan
pembetulan SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN /SKPDLE?) Nomor....

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang
pembetulan SKPD/SKPDKB/ SKFDKBT/SKFDN /SKFDLE*) Nomor....

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757]);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 lentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor
6881);

4. dst.....

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALLS
TENTANG PEMBETULAN STPD/SKPDEB/ SKPDEBT/SKPDN/SKPDLBY)

Menerima Sural permohonan nomor....... tanpeal...........

Nama Merk Usaha A R R R S e Pt
1. Alamat/Lokasi Usaha ;

2. NPWPD

3. Penangpung Pajak

4. Alamat

Berhubung

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memenuhi pembayaran sesual dengen surat ketetapan yang telah dibetulican
sebagai berikut :

Semula ditetapkan Pembetulan : Rp.
Setelah dilakukan Pembetulan : Rp.
Dengan Jumiah

Besarnya Ketetapan : Bp.
Menjadi




KETIGA :  Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang tidak/kurang
hayar peling lambat 15 han sejak diterbitkannya keputusan pembetulan.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlabu sejak tanggal ditetapkan dengan kelentuen apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalshan maka skan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinye.

Ditetaplkan di : Bengkalis
pada tanggal B SR S A e

KEFPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

Heterangan :
*|Coret yvang tidak sesaai

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI




LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

DAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

1. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Bengialis,
Hepada Yib §
Perihal : Permobonan Pengembalian Kelebihan Bupsati Bengkalis
Pembayaran Melalui Kepala Badun Pendapatan Deerah Kabupaten
Bongkalis
B~
| -
Denpgan hormat
Yang bertanda tangan dibawnah ini :
Nama
Alamat
No. Tlp/Hp
Sehagai Wajib Prjak/Kussa Wajib Prjak *) atas objek pajalk :
Nama Usaha
Alamat Jenis Pajak
Jenis Pajak
NFWPD
Dengan ini mengajukan Sural Permohonan Pengembalinn Kelebiban Petnbayvaran Pejak Daerah
berjumiah :_Rp.
dengan huraf
Dengan alasan sebagal benkul :
1
2.
3.
4,
Bersama ind dilammrkan Puln persyariatan sebagin beribout ;
1. Fowcopy KTP atau [dentitas;
2. Sural Kuass bermateral cukiup dar Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fowcopy NFWPD:
4, SKPDLB yang ingm dilakulmn Pengembalion Kelebihan Pembaynran; dan
5.  Dokumen lRinnys
Demikian permobonan im saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan
Hormat Kami,
Wajib Paink/Kuass WP
{iriisemssara s |
Keterangan:
*] Caret yang tidak sesuai




2. Format Keputusan tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudimman Nomaor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (O766) 23581 E-mall - ....... Website : www bengkaliskab go id

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
ROTROTT s

TENTANG
PEMBETULAN SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT,/SKPDN/SKPDLB® NOMOR.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
Surai permohonan dari walib pajak nomor.......ceeeee, tanpgal. o

a. bahwa berdasarkan Pasal......Peraturan Bupati Bengkalis Nomaor... Tahur
20..... tentang Tata Cara Pemungutem Pajak Air Tanah t, menyatakan bahw
pengembalian kelebiban pembayaran dapat dilakukan gpabila pajak van
dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilekulean pembayaran pajaly
yang tidak seharusnya terutang,

b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitiay
berdasarkan surat penelitian nomor.... yang ditindaklanjuti  dengar
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar [SKPDLE|

¢. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huraf a dan huruf b, perly
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah.

l. Undang-Undang Nomor 23 Tashun 2014 tentang Promerntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antarg
Pemerintah Pusa! dan Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Femerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Paj
Daerah dan Retribusi Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 202
Nomor B85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Noma
6HE1);

4. dst.....
MEMUTUSKAN

! KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BENGEKALIS TENTANC
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

Mengabulkan permchonan pengembalian kelebiban pembayaran Pajak Air Tanah
yang tercantum dalam Bukti pembavaran Nomor............... atas nama sebagai
berikut :
a. Nama Wajib Pajak A S S S B SR R
Alamat b eng e e S S O S B B
NPWFD R PO P Y S SRS PR P S
Tahun Pajak HIPERRRR SR AR A v
Jumlah T, EPpeTrE




KEDUA

KETIGA

Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan
pembayaran Pajak Air Tanah melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang
bersangloitan,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tangeal ditetapkan dengan ketéentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilaicukan

perbailcan sebagaimana mestinya.
Ditetaplan di ¢ Bengkalis
pada tanggal PR By sieriis

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGEKALIS

BUPATI BENGEALIS,

TID

KASMARNI




LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT NOTA PERHITUNGAN DAN SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN

1. Format Nota Perhitungan Pemindahbukuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH No. Urut
Jaisn Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode BUKTI Nama
Pos 28712 AHBUEKU
Telp. (0788) 23578 Fax, (0766) 23581 E-mail - . Website FmL Al NPWPD
s poww betigkabskab 90.1d Alamat
Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor .. ieaies TADEREBRY vsisivasrsnie Dan Hasil Pemeriksaan, maka
Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan Hutang Pajak yang lain adalah _ﬂwaﬂmE _u.nﬂuhE
. QMM_n_u_Emn Pembayaran Pajak Jurmlih xn_aEr.mE w“ UWM”_EH.NE dengan Pajak Lain -~ R
No . Uraian Pembayaran Pajak ; Uraian
Rekening Rekening
Jumlah kelebihan pembayaran Jumlah yvang diperhitungkan
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan Rp. ... viivsiiaiiviarmnsnasbasovaverasiiin )
BengKalis, ...oooovreerieeriernininn
Diketahui oleh Disetujui oleh Dihitung oleh
Kepala Bidang............c....oees Wajib Pajak




2. Format Sural Keputusan Penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
i |13 1 7] g R o

TENTANG

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENCGKALLS

Membaca :  Surat permohonan dari wajib pajai nomor,...,...........tanggal .

Menimbang ¢ @ babwa permohonan tersebut setelah dilalukan penelitian maka tidak dapat
diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf & diatas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Hapenda tentang penolakan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran.

Mengingal : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587),

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahen Daerah (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun,

Momor 6881);
5. dat....
MEMUTUSKAN
Menetaplkan . KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGHEALIS

TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KESATU :  Menolak Surat permohonan Nomor... ... TangEal ...ococnneire-
Nama Merk Usaha TR by Yo Pl e b s L
1. Alamat/Lokasi Usaha :

2. NPWFD :
3. Penanggung Pajak :
4, Alamat :

Berhubung




KEDUA

Heputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan
perbalkan sebagaimana mestinya,

Ditetaplan di : Bempkalis
Pada tanggal -

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEABUPATEN BENGKALLS

,NI,F",

BUPATI BENGKALIS,

TID

KASMARNI




